BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   07  TAHUN 2005
T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Petunjuk pelaksanaannya;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 3437);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 TAhun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri;
10. Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

11. Peraturan Pamerintah Nomor 66 Tahun 2001  tentang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang;
13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1080 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja 207 Tahun 1990 tentang Sistem Antar kerja;

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1990 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri Republik Indonesia;

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja 104A Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri;

18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003  tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004  tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1087 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul.


	
	

	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan      :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL 


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Pendirian 
Pasal 2

Apabila terjadi perubahan nama Kantor Pusat atau Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) , pengurus wajib memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam waktu paling lama 6(enam) hari setelah terjadi perubahan.
Bagian Kedua
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Rekrut
Pasal 3

Masa berlakunya surat persetujuan rekrut calon Tenaga Kerja paling lama 6(enam) bulan.

Bagian Ketiga

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembyaran Retribusi  

Pasal 4

Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :
a. tempat pembayaran retribusi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
b. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan setelah penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayatPasal 6 ayat (2) Peraturan daerah, melalui bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Petunjuk pelaksanaan Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 5

Tata Cara Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi diatur sebagai berikut :

a. permohonan ditujukan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi;
c. Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul berwenang untuk menerima atau menolak Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi paling lambat 12(dua belas) hari kerja;

d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2005

Pasal 7

(1) pemberian pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Pelayanan Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Unit Pelayanan terpadu Satu Atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna , daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.

Pasal 8

Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Paling lama 15(lima belas) hari sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

Pasal 9

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.
BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 16 Juli 2005
PEJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO
Diundangkan di Bantul
Tanggal  16 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

               Drs. ASHADI. Msi.
(Pembina Utama Madya, IV/d)

NIP. 490018672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 7 TAHUN 2005


